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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  

keselarasan dalam pembentukan Peraturan Daerah 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan dan untuk mengetahui kewenangan 

terhadap evaluasi suatu peraturan daerah (Perda) 

yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode yuridis normatif dengan 

kesimpulan: 1. Pembentukan peraturan daerah 

mengalami peningkatan pesat sejak desentralisasi 

dengan diberlakukan UU No.23 Tahun 2014 

perubahan dari UU No.32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintah Daerah. Namun diperoleh gambaran 

umum perda-perda yang telah dibentuk 

dipertanyakan dari segi kualitas. Pembatalan 

perda menunjukkan gejala bahwa proses 

harmonisasi peraturan pusat dengan peraturan 

daerah yang tidak berjalan dengan baik. Sesuai 

ketentuan Pasal 250 ayat (2) UU Nomor 23/2014 

yang menegaskan bahwa peraturan daerah yang 

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau 

PUU yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh 

Pemerintah. 2. Pengawasan Perda yang tidak 

sesuai dilakukan melalui mekanisme preventif dan 

represif. Secara preventif, pengawasan dilakukan 

sebelum Perda ditetapkan, misalnya dengan 

menguji rancangan Perda oleh pemerintah pusat 

untuk memastikan tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi.  

 

Kata kunci: keselarasan, pembentukan Perda 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembentukan peraturan daerah di Indonesia 

sangat penting karena memungkinkan setiap 

daerah untuk mengatur urusan internal mereka 

sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik 

 
1  Artikel Skripsi 
2  Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101396 
3  Dosen Pascasarjana Unsrat, Magister Ilmu Hukum 
4  Dosen Pascasarjana Unsrat, Magister Ilmu Hukum 

setempat. Dengan adanya peraturan daerah, 

daerah-daerah di Indonesia dapat membuat 

kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial, 

ekonomi, dan budaya mereka, sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup 

masyarakat di daerah tersebut. Perda adalah 

produk hukum peraturan daerah yang paling 

penting dan memiliki kekuatan hukum yang sama 

dengan undang-undang. Perda biasanya mengatur 

tentang tata cara penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, tata ruang wilayah, tata cara 

penyelenggaraan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, serta tata cara pengelolaan keuangan 

daerah. Peraturan daerah yang dikeluarkan oleh 

kepala daerah dalam rangka menjalankan tugas 

dan wewenangnya sebagai kepala daerah. Perkada 

biasanya mengatur tentang tata cara penggunaan 

dan pemanfaatan fasilitas umum, tata cara 

pengelolaan lingkungan hidup, serta tata cara 

pengelolaan kesehatan dan sosial. Negara 

Indonesia sebagai negara hukum maka perlu 

dibentuk regulasi yang mengatur segala Tindakan 

pemerintah dan rakyat Indonesia. Sedangkan 

regulasi merupakan pengaturan oleh lembaga 

eksekutif yang menjalankan legislasi dan 

mendapatkan delegasi kewenangan untuk 

mengatur (regulasi) itu dari legislasi yang 

bersangkutan.5 Sebagai suatu ilmu pengetahuan 

yang interdisipliner yang berhubungan dengan 

ilmu politik dan sosiologi tentang pembentukan 

hukum Negara. Ilmu pengetahuan perundang-

undangan secara garis besar terbagi kedalam dua 

bagian yakni teori perundang-undangan 

(gezetzdebungsteorie) dan ilmu perundang-

undangan.6 

Pembentukan peraturan perundang-undangan 

itu merupakan salah satu syarat dalam rangka 

pembangunan hukum nasional yang hanya dapat 

terwujud apabila didukung oleh cara dan metode 

yang pasti, baku dan standar yang mengikat 

semua lembaga yang berwenang membuat 

peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain 

bahwa pembentukan Undang-Undang akan 

mendukung proses pembangunan hukum nasional 

dan memenuhi harapan masyarakat jika dilandasi 

oleh adanya suatu kajian yang memadai dan 

komprehensif melalui prosedur yang tertata dalam 

tahap-tahap yang tersusun dan adanya suatu 

teknik penyusunan peraturan perundang-undangan 

yang telah ditetapkan oleh lembaga yang 

berwenang membentuk Undang-undang.  

 
5  Jimly Asshiddiqqie,, Hukum Acara Pengujian Undang-

Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006,  hal 27-28 
6  Azis Syamsudin,. Praktek dan Teknik Penyusunan 

Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta,  2011, hal.2. 
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Saat ini, susunan hukum diatur dalam Pasal 7 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang menjelaskan tingkatan hukum 

yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-

Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan menyebutkan bahwa: 

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah 

Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten / Kota dengan persetujuan bersama 

Bupati /Walikota.” Berdasarkan pengertian 

peraturan daerah tersebut di atas, jelas 

menyebutkan bahwa kedudukan DPRD, baik di 

tingkat provinsi maupun di Kabupaten dan kota 

jelas merupakan lembaga menjalankan kekuasaan 

legislatif di daerah. Di samping itu, pengisian 

jabatan keanggotaannya juga dilakukan melalui 

pemilihan umum. Baik DPRD maupun Kepala 

Daerah, yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota 

sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. 

Keduanya lembaga legislatif dan eksekutif, sama-

sama dipilih langsung oleh rakyat, dan sama-sama 

terlibat dalam proses pembentukan suatu 

Peraturan Daerah. Karena itu, seperti halnya 

Undang-Undang di tingkat pusat, Peraturan 

Daerah dapat dikatakan juga merupakan produk 

legislatif di tingkat daerah yang bersangkutan, dan 

tidak disebut sebagai produk regulatif atau 

executive acts.7 Disusunnya Badan-Badan 

Perwakilan di daerah bukan untuk menyusun dan 

membentuk ataupun mendirikan negara baru atau 

merubah Undang-Undang Dasar 1945 baik 

sebagian maupun keseluruhan, melainkan untuk 

menegakkan, mempertahankan, mengamalkan dan 

mengamankan Pancasila dan UUD 1945 serta 

melaksanakan demokrasi.8  

Pengalihan sebagian besar kewenangan 

pemerintahan ke pemerintah daerah, telah 

menegaskan pemerintah daerah sebagai pelopor 

utama pembangunan nasional, untuk memperoleh 

kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. 

Dalam konteks ini, peran dan dukungan daerah 

dalam pelaksanaan hukum sangat signifikan, 

terutama dalam membuat regulasi dan perundang-

 
7  Jimly Assiddiqqie,op.cit, hal. 32-33 
8  Kansil, C.S.T, Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Aksara 

Baru,Jakarta,1979, .hal 12 

undangan yang sejalan dengan ketentuan hukum.9 

Perda merupakan bentuk hukum nasional yang 

didasarkan pada Pancasila dan merupakan bagian 

dari sistem hukum nasional. Saat ini, Perda 

memiliki posisi strategis karena didukung oleh 

landasan konstitusional yang jelas, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Selain itu, Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menegaskan bahwa daerah harus membentuk 

peraturan daerah untuk menjalankan tugas 

otonomi daerah dan pemberian bantuan. Itulah 

sebabnya, saat merumuskan peraturan daerah, 

perlu memperhatikan aspek teknis dan materi 

yang didasarkan pada UU P3, yaitu Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang telah diubah oleh 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Peraturan daerah juga dibentuk dengan 

berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta 

peraturan pelaksana Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah. Hal 

tersebut dikaitkan dengan teori hierarki norma, 

hubungan antar norma yang mengatur pembuatan 

antar norma yang satu dengan norma lain dapatlah 

dikatakan sebagai hubungan super dan 

subordinasi. Norma yang menjadi penentu 

pembuatan norma lain dikatakan superior dan 

norma yang dibuat disebut inferior. Fakta bahwa 

pembuatan norma yang lebih rendah tersebut 

dalam hal ini peraturan daerah ditentukan oleh 

norma lain yang lebih tinggi dalam hal ini adalah 

Undang-Undang.10 Pada Pasal 58 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan menyatakan bahwa 

peraturan daerah yang diwajibkan untuk 

dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan 

 
9  https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index. artikel-hukum-

tata-negara-dan-peraturan- perundang-undangan. Diakses 

11 Feb 2024 
10  Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen 

tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2021, hlm.100. 
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pemantapan konsepsi adalah rancangan peraturan 

daerah provinsi yang dikoordinasikan oleh 

menteri atau kepala lembaga yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya pada Pasal 58 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan menyatakan bahwa pengharmonisasian, 

pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan 

peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal 

kementerian atau lembaga yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pembentukan peraturan perundang-undangan.  

Sedangkan untuk rancangan perda kabupaten/kota 

berlaku mutatis mutandis terhadap 

pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan 

konsepsi rancangan peraturan kepala daerah 

provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah 

kabupaten/kota.11 

Pembentukan peraturan daerah itu 

merupakan suatu pekerjaan yang sulit, karena 

dituntut kesempurnaan seperti dalam hal 

sistematis, tatanan bahasa, istilah dan juga 

banyaknya berbagai jenis materi yang akan diatur 

sesuai dengan kebutuhan. Suatu peraturan yang 

baik dalam persiapan pembuatannya 

membutuhkan pengetahuan mendalam dari materi 

yang akan diatur, memiliki kemampuan untuk 

menemukan inti dari fakta-fakta yang sudah 

tumbuh sejak lama serta mengungkap ke dalam 

bentuk peraturan yang singkat dan dengan bahasa 

yang jelas. Wewenang dalam membuat peraturan 

daerah terdapat pada eksekutif / Kepala Daerah 

dan legislatif/DPRD. Dimana masing-masing 

badan baik eksekutif maupun legislatif berhak 

mengajukan rancangan peraturan daerah ,dan 

dalam hal penetapan peraturan daerah kepala 

daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD. 

Peraturan daerah memiliki karakteristik yang 

sifatnya mengatur, yakni mengatur hubungan 

antara pemerintah daerah, masyarakat dan stake 

holder local seperti dunia usaha. Peraturan daerah 

bukan hanya mengatur hal-hal yang menyangkut 

atau berhubungan dengan kehidupan politik, 

sosial dan budaya masyarakat. Daerah 

Kabupaten/Kota di Indonesia sangatlah banyak, 

yang memiliki keanekaragaman budaya, adat 

istiadat yang berbeda. Peran Pemerintah Daerah 

sangatlah penting dalam mengatur masyarakatnya, 

oleh karena itu dalam pembuatan Peraturan 

 
11  Lihat Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Daerah harus menyesuaikan dengan kondisi 

masyarakatnya yang cenderung dinamis.  

 

B. Perumusan Masalah  

1. Bagaimana keselarasan dalam pembentukan 

Peraturan Daerah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan? 

2. Bagaimana kewenangan terhadap evaluasi 

suatu peraturan daerah (Perda) yang berlaku? 

 

C. Metode Penelitian 

Tipe pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah yuridis normatif.  

 

PEMBAHASAN 

A.  Keselarasan Dalam Pembentukan 

Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan 

Pengharmonisasian PUU memiliki urgensi 

dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang 

mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan 

daerah adalah kesesuaian dan sinkronisasi dengan 

PUU lainnya. Sampai akhir 2016 terdata lebih 

dari 3000 Perda yang ditolak oleh Menteri Dalam 

Negeri dimana proses pembuatan perda jelas 

sangat menghabiskan nominal keuangan negara.12 

Dengan demikian pembentukan perda saat ini 

menunjukan masih tidak konsisten dengan bunyi 

amanat dari pembentukan undang-undang. 

Terdapat faktor-faktor yang mendasari muatan 

perda yang dirancang tidak sesuai dengan 

substansi bahkan bertentangan dengan aturan 

diatasnya seperti hubungan antara instansi 

Pemerintah dengan aparat di daerah yang selama 

ini masih kurang efektif, selain itu optimalisasi 

yang minim dari peran Gubernur dan Anggota 

Dewan dalam membina dan mengawasi 

penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota 

yang saat ini juga menjadikan Perda tidak 

memiliki substansi yang jelas dan sesuai dengan 

kemanfaatannya.  

Peraturan Daerah adalah Peraturan 

Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan 

 
12  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai mengukuhkan 

Dewan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia 

(APKASI) di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, 

kompas.com, Kamis (5/5/2016). Dikutip pada 12 Desember 

2016.  
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bersama Kepala Daerah (gubernur atau 

bupati/walikota). Materi muatan Peraturan Daerah 

adalah seluruh materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan, dan menampung kondisi khusus 

daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih tinggi.  

Perda dibentuk dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ 

kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 

memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. 

Perda tidak boleh bertentangan dengan 

kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. Perda dibentuk 

berdasarkan pada asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Masyarakat berhak 

memberikan masukan secara lisan atau tertulis 

dalam rangka penyiapan atau pembahasan 

rancangan Perda. Persiapan pembentukan, 

pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda 

berpedoman kepada peraturan perundang-

undangan.13  

Perda sebagai salah satu PUU nasional 

memiliki landasan konstitusional dan landasan 

yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam 

UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah termasuk perundang-

undangan tentang daerah otonomi khusus dan 

daerah istimewa sebagai lex specialis dari UU 

No.23/2014. Selain itu terkait dengan pelaksanaan 

wewenang dan tugas DPRD dalam membentuk 

Perda adalah UU No.17 Tahun 2014 tentang 

MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Peraturan 

Pemerintah No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib 

DPRD. Penting pula untuk diperhatikan UU 

No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi 

sebagai pengganti UU No.18 Tahun 1997 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 

No.34 Tahun 2004 dalam rangka pengendalian 

Perda tentang Pajak dan Retribusi, selain itu UU 

No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

dalam rangka keterpaduan RTRW nasional, 

provinsi, dan kabupaten/kota.  

Sesuai asas desentralisasi daerah memiliki 

kewenangan membuat kebijakan daerah untuk 

mengatur urusan pemerintahannya sendiri. 

Kewenangan daerah mencakup seluruh 

kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali 

 
13  Yasir, Armen, Hukum Perundang-undangan, Universitas 

Lampung, Lampung, 2007, hal. 85  

bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, 

yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama 

yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah.  

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada undang-undang meliputi Peraturan Daerah 

provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat 

daerah provinsi bersama dengan gubernur dan 

Peraturan Daerah kabupaten/kota yang dibuat oleh 

dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota 

bersama bupati/walikota. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara pembuatan Peraturan 

Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan 

Peraturan Daerah kabupaten/kota yang 

bersangkutan. Jenis Peraturan Perundang-

undangan selain sebagaimana dimaksud pada 

pasal 7 ayat (1) tersebut diakui keberadaannya dan 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-

Undangan yang lebih tinggi. Kekuatan hukum 

Peraturan Perundang-Undangan adalah sesuai 

dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 7 ayat (1) tersebut.  

Berdasarkan Ketentuan UU No. 12 Tahun 

2011 tentang peraturan perundang-undangan, 

PUU tunduk pada asas hierarki yang diartikan 

suatu PUU yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi 

tingkatannya atau derajatnya. Sesuai asas hierarki 

dimaksud PUU merupakan satu kesatuan sistem 

yang memiliki ketergantungan, keterkaitan satu 

dengan yang lain. Untuk itu Perda dilarang 

bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi. 

Perda harus didasarkan pada Pancasila yang 

merupakan sumber dari segala sumber hukum 

negara (Pasal 2 UU No.12/2011), UUD 1945 yang 

merupakan hukum dasar dalam PUU (Pasal 3 ayat 

(1) UU No.12/2011, asas-asas pembentukan PUU 

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No.12/2011 

jo Pasal 237 UU No. 23/2014.  

Kedudukan Perda juga dapat ditinjau dari 

aspek kewenangan membentuk Perda. Pasal 1 

angka 2 UU No.12/2011 menyatakan bahwa: 

“Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan 

tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau 

pejabat yang berwenang dan mengikat secara 

umum”. Kewenangan pembentukan Peraturan 

Daerah berada pada Kepala Daerah dan DPRD. 

Hal ini sesuai UU No.23/2014 Pasal 65(2) huruf b 

bahwa “Kepala Daerah mempunyai tugas dan 

wewenang menetapkan Perda yang telah 

mendapat persetujuan bersama DPRD” dan Pasal 

97 ayat (1) huruf a bahwa “DPRD mempunyai 

tugas dan wewenang membentuk Perda yang di 

bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat 
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persetujuan bersama”, dan Pasal 236 ayat (2) 

bahwa “Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah 

setelah mendapat persetujuan bersama DPRD”. 14  

Dalam rangka harmonisasi, asas hierarki 

dilaksanakan melalui pembatalan perda oleh 

Pemerintah apabila bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum. 

Asas hierarki juga menimbulkan lahirnya hak 

untuk menguji Perda tersebut baik secara formal 

(formele toetsingsrecht) maupun material 

(materiele toetsingsrecht). Hak menguji formal 

adalah wewenang untuk menilai apakah suatu 

produk hukum telah dibuat melalui cara-cara 

(procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur 

dalam PUU. Sedangkan hak menguji material 

adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan 

kemudian menilai, apakah suatu produk hukum 

isinya sesuai dengan PUU yang lebih tinggi 

derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu 

(verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu 

peraturan tertentu. 15  

Materi muatan Peraturan Daerah telah diatur 

dengan jelas dalam UU No.12/2011 dan UU 

No.22/2014. Pasal 14 UU No.10/2004 

menyatakan: “Materi muatan Peraturan Daerah 

Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten adalah 

seluruh materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan, dan menampung kondisi khusus 

daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi”.  

Pasal 6 UU No.12/2011 jo Pasal 237 UU 

No.23/2014, menentukan materi Perda harus 

memperhatikan asas materi muatan PUU antara 

lain asas keseimbangan, keserasian, dan 

keselarasan, dan yang terpenting ketentuan Pasal 

250 ayat (1) dan (2) UU No.23/2014 bahwa 

materi Perda dilarang bertentangan dengan 

kepentingan umum dan/atau peraturan PUU yang 

lebih tinggi. Dalam penjelasan Pasal 250 ayat (2) 

UU No.23/2014 dijelaskan bahwa ”bertentangan 

dengan kepentingan umum” adalah kebijakan 

yang berakibat terganggunya kerukunan antar 

warga masyarakat, terganggunya pelayanan 

umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban 

umum serta kebijakan yang bersifat 

diskriminatif.16  

 
14  Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan 

Undang-undang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
15  H.A.W, Widjaja, Otonomi Daerah, Grafindo, Jakarta, 

2010, hal. 24.  
16  Pasal 250 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah.  

Pemerintah melalui Kementerian Dalam 

Negeri (Kemendagri) telah mengumumkan 

pembatalan 3.143 Peraturan Daerah (Perda). 

Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, 

mengatakan, Perda bermasalah yang telah 

dibatalkan itu umumnya berkaitan dengan 

perizinan, investasi, kemudahan berusaha, 

intoleransi, dan hal-hal yang dianggap 

meresahkan warga.17 

Pasal 251 UU Pemda memberi kewenangan 

pengawasan kepada Menteri dan Gubernur sampai 

dengan kewenangan pembatalan melalui 

instrumen berupa keputusan menteri dan 

keputusan gubernur. Menteri berwenang 

membatalkan perda provinsi, sedangkan gubernur 

berwenang membatalkan perda kabupaten/kota. 

Apabila gubernur tidak membatalkan perda 

maka Menteri yang akan membatalkan perda 

tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 251 ayat (3) 

UU Pemda. Keputusan pembatalan ini harus 

ditindaklanjuti dengan pemberhentian 

pelaksanaan perda dan pencabutan perda yang 

dibatalkan. 

Apabila pemerintah daerah tidak 

menindaklanjuti pembatalan, UU Pemda telah 

menyiapkan sanksinya. Ketentuan adanya sanksi 

bagi pemerintah daerah ini merupakan materi 

pengaturan baru yang tidak terdapat dalam 

undang-undang sebelumnya. Ada dua bentuk 

sanksi yang akan diterima oleh pemerintah 

daerah, yaitu sanksi administratif dan sanksi 

penundaan evaluasi rancangan perda. 

Sanksi administratif dikenakan kepada kepala 

daerah dan anggota DPRD berupa tidak 

dibayarkannya hak-hak keuangan selama tiga 

bulan. Hal ini diatur dalam Pasal 252 ayat (3). 

Khusus untuk perda retribusi dan pajak daerah, 

apabila pemerintah daerah masih memberlakukan 

perda yang dibatalkan maka akan dikenakan 

sanksi berupa penundaan atau pemotongan dana 

alokasi umum dan/atau dana bagi hasil. Hal ini 

seperti diatur Pasal 252 ayat (2) UU Pemda. 

Akan tetapi, pemda diberi hak berdasarkan 

UU Pemda untuk mengajukan keberatan apabila 

tidak menerima keputusan pembatalan perda. Ini 

sesuai Pasal 251 ayat (7) dan ayat (8). Gubernur 

dapat mengajukan keberatan atas pembatalan 

perda provinsi kepada presiden. Sedangkan, 

bupati/walikota mengajukan keberatan kepada 

Menteri Dalam Negeri. Selama pengajuan 

keberatan, sanksi yang diatur dalam Pasal 252 

ayat (3) tidak diberlakukan. 

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam 

Negeri, Perda yang dibatalkan pada umumnya 

 
17  https://setneg.go.id/baca/index/pemerintah_batalkan_ 

3143_perda_bermasalah 
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Perda tentang pajak dan retribusi daerah. Sebelum 

berlakunya UU No.32/2004 sampai UU 

No.23/2014 tentang pemerintah daerah sudah 

terdapat sekitar 8000 perda tentang pajak dan 

retribusi daerah yang dibuat dan lebih dari 3000 

perda tersebut terindikasi bermasalah. Perda-perda 

yang mengatur pajak dan retribusi atau 

bermacam-macam pungutan lainnya dibatalkan 

karena pada umumnya bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

dan dinilai telah menimbulkan biaya ekonomi 

tinggi dan menghambat iklim investasi.18  

Perda dibatalkan dengan pertimbangan-

pertimbangan yang dapat dikategorikan karena 

alasan teknis yuridis seperti dasar hukum 

membentuk Perda tidak tepat, alasan yang bersifat 

substansial (materi muatan bertentangan dengan 

PUU) atau alasan yang dipandang prinsipil 

misalnya mengandung ketentuan yang 

diskriminatif atau melanggar HAM. Beragamnya 

pertimbangan pembatalan Perda hingga saat ini 

belum terdapat kesesuaian data yang konkrit 

mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya 

disharmonisasi Perda dengan PUU.   

Harmonisasi PUU adalah proses yang 

diarahkan untuk menuju keselerasan dan 

keserasian antara satu PUU dengan PUU lainnya 

sehingga tidak terjadi tumpang tindih (Over 

Lapping), inkonsistensi atau konflik/perselisihan 

dalam pengaturannya. Dalam kaitannya dengan 

sistem asas hierarki PUU sebagaimana yang telah 

dijelaskan sebelumnya maka proses tersebut 

mencakup harmonisasi semua PUU termasuk 

Perda baik secara vertikal maupun horisontal.   

Model pengharmonisasian PUU ditingkat 

Pusat dapat diadaptasi dalam proses penyusunan 

Perda dan dimungkinkan untuk dibuatkan payung 

hukumnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 59 

UU No.12/2011 bahwa tata cara mempersiapkan 

rancangan perda yang berasal dari gubernur diatur 

dengan Peraturan Presiden. Perpres ini semestinya 

segera dibentuk karena ada kemungkinan daerah 

mengabaikan harmonisasi Raperda dengan PUU 

lainnya dengan alasan tidak ada dasar hukum dan 

pedoman teknis yang cukup kuat selama Perpres 

tersebut belum ditetapkan.   

Pentingnya pengaturan pengharmonisasian 

bagi Raperda diatur dalam Perpres tersebut agar 

selaras dengan pengaturan di DPRD dalam PP 

No. 16 Tahun 2010 dimana Pasal 53 PP tersebut 

mengatur bahwa Badan Legislasi Daerah bertugas 

 
18  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai mengukuhkan 

Dewan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia 

(APKASI) di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, 

kompas.com, Kamis (5/5/2016). Dikutip pada 12 Desember 

2016.  

melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan 

pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah 

yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan 

komisi sebelum rancangan peraturan daerah 

tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD. 

Ketentuan Pasal 53 PP tersebut konkordan dengan 

ketentuan pengharmonisasian, pembulatan, dan 

pemantapan konsepsi di DPR sebagaimana diatur 

dalam UU No.27 Tahun 2009 di mana proses 

tersebut melekat dalam tugas dari Badan 

Legislasi.  

Proses harmonisasi memerlukan ketelitian, 

kecermatan, dan keakuratan dalam 

mengidentifikasikan PUU yang terkait, analisis 

norma-norma yang dinilai bersesuaian atau 

bertentangan, serta ketepatan dalam menentukan 

pilihan-pilihan politik hukum dalam hal 

ditemukan ketidaksesuaian konsepsi rancangan 

dengan ketentuan PUU lain.19   

Dalam proses tersebut perlu dipastikan 

prinsip-prinsip PUU yang harus dipegang teguh 

oleh para penyusun misalnya bahwa Rancangan 

Peraturan Pemerintah (RPP) dibuat untuk 

melaksanakan UU maka RPP tidak dapat 

mengatur sesuatu hal yang melebihi amanat UU 

tersebut. Dalam rangka harmonisasi Perda dan 

PUU, proses harmonisasi Perda dengan PUU 

lainnya dan dengan perda lainnya perlu 

dintegrasikan sejak pembahasan Prolegda dan 

penyusunan Naskah Akademis sesuai Pasal 56 

UU No.11 Tahun 2012. Perencanaan penyusunan 

Peraturan Daerah juga dilakukan dalam suatu 

Prolegda yang merupakan instrumen perencanaan 

program pembentukan Perda yang disusun secara 

berencana, terpadu, dan sistematis. Pasal 18 PP 

No.16/2010 menentukan Raperda yang berasal 

dari DPRD atau kepala daerah disertai penjelasan 

atau keterangan dan/atau naskah akademik, 

dengan catatan Naskah Akademik tidak bersifat 

wajib bagi Raperda tentang APBD atau Raperda 

yang mengubah beberapa materi yang sudah 

memiliki naskah akademik sebelumnya.  

 

B.  Kewenangan Terhadap Evaluasi Suatu 

Peraturan Daerah (Perda) Yang Berlaku 

Perda merupakan peraturan perundang-

undangan tingkat daerah, dibentuk oleh lembaga 

pemerintah di tingkat daerah untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah yang secara 

tegas ada dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 

Tahun 1945 yang keberadaannya ada dalam 

sistem hukum di negara Republik Indonesia20. 

 
19  Mahfud MD, Moh, Menegakkan Politik Hukum, Sinar 

Grafindo, Jakarta, 2010, hal. 170.  
20  Maria Farida, Kedudukan Peraturan Daerah dalam Sistem 

Hukum di Negara Republik Indonesia, Makalah disajikan 
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Sementara itu, Pasal 236 ayat (2) UU Pemda 

ditetapkan bahwa Perda dibentuk oleh DPRD 

dengan persetujuan bersama kepala Daerah.  

Pengaturan tersebut menunjukan bahwa 

pembentukan Perda adalah kewenangan dari 

Pemerintah Daerah dan DPRD. Pasal 1 angka 6 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 

Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi 

Pemerintahan) menetapkan bahwa Kewenangan 

Pemerintahan yang selanjutnya disebut 

Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara 

lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum 

publik.  

Wewenang menurut Pasal 1 angka 5 UU 

Administrasi Pemerintahan adalah hak yang 

dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya 

untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan.  

Pembentukan Perda merupakan kewenangan 

dari Pemerintah Daerah dan DPRD melalui 

mekanisme persetujuan bersama. Menurut Maria 

Farida bahwa memberikan persetujuan 

mengandung arti bahwa Dewan Perwakilan 

Rakyat hanya dapat menerima atau menolak 

setiap rancangan undang-undang yang diajukan 

oleh Presiden21. Dalam konteks pembentukan 

Perda, maka wewenang DPRD dan Pemerintah 

Daerah adalah memberikan persetujuan bersama 

dalam proses pembentukan Perda, hal ini 

memungkinkan kedua pihak dapat menerima atau 

menolak setiap rancangan Perda yang diajukan.  

Dalam konteks otonomi daerah, daerah-

daerah memiliki otonomi luas tidaklah berarti 

daerah tersebut bebas melaksanakan 

kewenangannya, dan tetap dilakukan pengawasan 

dari pemerintah. Kebebasan dan kemandirian 

berotonomi dapat dipandang sebagai pengawasan 

atau kendali terhadap kecenderungan sentralisasi 

yang berlebihan. Sebaliknya pengawasan 

merupakan kendali terhadap desentralisasi 

berlebihan. Tidak ada otonomi tanpa sistem 

pengawasan.22  

Pengawasan perlu dilakukan karena 

merupakan salah satu tindakan untuk menjamin 

terselenggaranya pemerintahan dan keserasian 

antara penyelenggaraan pemerintahan oleh 

daerah-daerah dengan Pemerintah, serta menjamin 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara 

 
pada acara Temu Konsultasi Penyusunan Program 

Legislasi Daerah,  
21  Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, 

Yogyakarta, 2007, hal. 118  
22  Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, 

Op.cit, hal. 153.  

berdaya guna dan berhasil guna dalam suatu 

ikatan negara kesatuan. Pengawasan atas 

kewenangan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah berdasarkan sifatnya yang dikenal antara 

lain pengawasan terhadap Perda23.  

Pemerintah Pusat memiliki kewenangan 

pengawasan terhadap Pemerintah daerah termasuk 

pengawasan terhadap Peraturan Daerah. Menurut 

A. Zarkasi24 bahwa pengawasan terhadap Perda 

ada dikenal dengan istilah preventif ini berasal 

dari kata preventief yang mempunyai makna suatu 

tindakan bersifat pencegahan. artinya sebelum 

suatu perda diberlakukan maka dilakukan 

pengawasan dalam bentuk pencegahan agar perda 

yang bersangkutan tidak bertentangan dengan 

prinsifprinsip umum pembentukan peraturan 

daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan tingkat atasnya dan 

kepentingan umum.  

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 245 

dijelaskan bahwa :  

(1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur 

tentang RPJPD, RPJMD, APBD,  perubahan 

APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan 

tata ruang daerah harus mendapat evaluasi 

menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.  

(2) Menteri dalam melakukan evaluasi 

Rancangan Perda Provinsi tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan 

menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang tata ruang.  

(3) Rancangan Perda kabupaten/kota yang 

mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, 

perubahan APBD, petanggungjawaban 

pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi 

daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat 

evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wakil 

walikota.  

(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

dalam melakukan evaluasi rancangan Perda 

Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah berkonsultasi dengan menteri 

dan selanjutnya menteri berkoordinasi 

dengan menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang keuangan, dan 

untuk evaluasi rancangan Perda 

Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah 

 
23  A. Zarkasi, Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah, 

https://media.neliti.com/media/publications/43257-ID-

pengawasan-terhadap-peraturandaerah.pdf  
24  A. Zarkasi, Op.cit, hal. 51-52  
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berkonsultasi dengan menteri dan selanjutnya 

menteri berkoordinasi dengan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang tata ruang.  

(5) Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan 

Rancangan Perda Kabupaten/Kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (3) jika disetujui diikuti dengan 

pemberian nomor register.  

 Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan 

bahwa Menteri memiliki wewenang untuk 

melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan 

daerah provinsi, dan pemerintah daerah yang 

dalam hal ini adalah Gubernur memiliki 

wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap 

rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.   

Terkait dengan kewenangan melakukan 

evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah, 

juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) 

Pasal 249 ayat (1) huruf J disebutkan bahwa DPD 

berwenang dan bertugas melakukan pemantauan 

dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah 

(raperda) dan peraturan daerah (Perda).   

Berdasarkan pada prinsip-prinsip di atas, 

khususnya pada poin ke dua artinya memang 

undang-undang yang mengatur tentang 

kewenangan lembaga yang melakukan evaluasi 

terhadap rancangan peraturan daerah terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan dalam 

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah. Maka salah satu UU tersebut merupakan 

lex specialis dari UU lainnya.  

Fokus aturan tentang kewenangan DPD 

melakukan evaluasi terhadap rancangan perda 

yang terdapat dalam Pasal 249 UU No. 2 Tahun 

2018 lebih kepada aturan secara umum tentang 

melakukan pemantauan dan evaluasi atas 

rancangan peraturan daerah (raperda) dan 

peraturan daerah (perda) tanpa menyebutkan 

secara jelas substansinya.  

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai 

produk legislatif daerah dan memiliki posisi 

didalam hirarki Peraturan Perundang-undangan di 

Indonesia menjadi kewenangan Mahkamah 

Agung untuk mengujinya apabila bertentangan 

dengan Peraturan yang lebih tinggi. Namun 

berdasarkan Pasal 91 Ayat (2) huruf e Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah, salah satu tugas Gubernur 

adalah melakukan pengawasan terhadap Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota dalam Ayat (3) Gubernur 

dapat membatalkan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota apabila bertentangan dengan 

Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, 

kepentingan umum dan kesusilaan. 

Berdasarkan ketentuan di atas terdapat dua 

lembaga yaitu Gubernur dan Mahkamah Agung 

yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji 

materil terhadap Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

Pengujian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

serta membatalkannya dapat dilakukan oleh 

eksekutif yaitu Gubernur. Gubernur mempunyai 

kewenangan yang lebih luas dari pada Mahkamah 

Agung yang hanya menguji Peraturan Perundang-

undangan dibawah Undang-Undang yang 

bertentangan dengan Undang-Undang. 

Kewenangan Gubernur itu termasuk menguji 

Perda Kabupaten/Kota berdasarkan adanya materi 

muatan Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan 

dengan Peraturan Perundang-Undangan diatasnya, 

bertentangan dengan kepentingan umum dan 

bertentangan dengan kesusilaan. 

Oleh karena itu kewenangan Gubernur lebih 

luas dari Mahkamah Agung, kewenangan 

Gubernur berkaitan dengan pembatalan Peraturan 

Daerah yang bertentangan dengan kesusilaan 

lebih mengandung muatan sosiologis 

dibandingkan dengan muatan yuridis. Hal ini 

dikarenakan standarisasi kesusilaan lebih berdasar 

pada subyektifitas Pemerintah dalam hal ini 

Gubernur. 

Terdapat dua jenis pengawasan Perda oleh 

Gubernur yaitu evaluasi dan klarifikasi.25 Dua 

jenis ini sebagai langkah preventif dan represif 

Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di 

daerah, dua langkah tersebut yaitu: 

- Pertama, dalam upaya preventif Gubernur 

melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda 

Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan 

RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, 

pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD, 

pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang 

daerah. Sebagaimana yang terdapat dalam 

Pasal 245 (3) Undang-Undang No 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang 

berbunyi: “Rancangan Perda Kabupaten/Kota 

yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, 

 
25  Ulfa Armin, Kosariza, Ansorullah, Analisis Pengawasan 

Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Tentang 

Pemerintahan Daerah, Limbago: Journal of Constitutional 

Law, Vol. 3 No. 2 (2023) : 261-279 
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APBD, perubahan APBD, 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang 

daerah harus mendapat evaluasi Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum 

ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota”. 

- Kedua, dalam upaya represif Gubernur 

melakukan klarifikasi terhadap keseluruhan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang 

dianggap bertentangan dengan Peraturan 

Perundang-undangan diatasnya, kepentingan 

umum dan kesusilaan. Sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 251 ayat (2) Undang-

Undang No 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “Perda 

Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali 

Kota yang bertentangan dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi, kepentingan umum, dan/atau 

kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai 

Wakil pemerintah Pusat”. 

Bupati/walikota sebelum menetapkan sebuah 

Peraturan Daerah wajib menyampaikan kepada 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling 

lambat 7 (Tujuh) hari. Kemudian Pasal 251 Ayat 

(3) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah menegaskan, dalam hal 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak 

membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau 

Peraturan Bupati/Wali Kota yang bertentangan 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau 

kesusilaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), 

Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota 

dan/atau Peraturan Bupati/Walikota. Ayat (4) 

Pembatalan Perda Provinsi dan Peraturan 

Gubernur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

ditetapkan dengan keputusan Menteri dan 

pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Ayat (6) Paling 

lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), Kepala 

Daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda 

dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah 

mencabut Perda dimaksud. 

Pembatalan yang dilakukan oleh Gubernur 

melalui mekanisme eksekutif review 

mengakibatkan posisi Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota dipandang sebagai produk 

regulatif. Artinya Peraturan Daerah hanya sebagai 

salah satu bagian produk hukum yang dibuat oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak 

jauh berbeda dengan Peraturan-Peraturan yang 

dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam kapasitas 

sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat 

dan bukan sebagai Pemerintah Daerah yang 

bersifat otonom.26 

Pengaturan kewenangan Gubernur dalam hal 

membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

yang sebelumnya diatur didalam Undang-Undang 

No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

lebih membawa semangat konsentrasi. Hal ini 

dapat dilihat dari kewenangan pembatalan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota hanya boleh 

dibatalkan melalui Peraturan Presiden. Artinya, 

kewenangan membatalkan Perda yang telah 

diberikan Pemerintah Pusat kepada wakilnya 

ditingkatan Provinsi dalam hal ini adalah 

Gubernur, namun Gubernur sendiri tidak memiliki 

kewenangan membatalkan Peraturan Daerah 

dengan Peraturan Gubernur. Akan tetapi Undang-

Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah masih mengakomodir semangat 

desentralisasi, dimana Peraturan Daerah tetap 

dipandang sebagai salah satu Peraturan 

Perundang-undangan yang masuk dalam hirarki. 

Artinya meskipun Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota telah dibatalkan oleh Pemerintah 

melalui Peraturan Presiden, apabila Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota belum dapat menerima 

Pembatalan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh 

pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah masih 

dapat melakukan upaya hukum ke Mahkamah 

Agung. Terbuka peluang subtansi Peraturan 

Daerah yang dibuat Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota untuk kembali diuji oleh 

Mahkamah Agung apakah telah bertentangan 

dengan peraturan yang lebih tinggi atau Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota tersebut merupakan 

pengaturan yang khusus mengenai kebutuhan 

daerah tersebut. 

Kewenangan Gubernur dalam hal pembatalan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur 

didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah adalah bentuk dari 

dekonsentrasi.27 Artinya, kewenangan pembatalan 

Peraturan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah 

Pusat telah diberikan kepada Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat didaerah. Namun dalam 

hal pembatalan yang dilakukan oleh Gubernur 

sampai Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri 

dapat menimbulkan dampak sentralisasi 

 
26  Zaqiu Rahman, Parameter dan Mekanisme Pembatalan 

Peraturan Daerah, 

https://www.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Par

ameter%20dan%20Mekanisme%20Pembatalan%20Peratur

an%20Daerah 
27  https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewenangan-

pembatalan-peraturan-daerah-kabupatenkota-oleh-

gubernur-ketentuan-pasal-251-ayat-2-undang-undang-

nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah 
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pembuatan produk hukum. Artinya nasib 

Peraturan Daerah ditentukan oleh Pemerintah 

Pusat serta tidak memberikan kesempatan kepada 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk 

menguji Peraturan Daerahnya kepada lembaga 

diluar lembaga politik (pemerintah). 

Konsekuensi dari pengaturan tersebut akan 

memunculkan ketidakpuasan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota ketika Peraturan Daerah yang 

telah dibuat harus dibatalkan oleh Gubernur dan 

ketika Pemerintah Daerah harus mengajukan 

keberatan atas keputusan pembatalan Gubernur ke 

Menteri Dalam Negeri. Sebagaimana dalam Pasal 

251 Ayat (8) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 

yang menyatakan: “Dalam hal penyelenggara 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat 

menerima keputusan pembatalan Perda 

Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota tidak dapat 

menerima keputusan pembatalan Peraturan 

Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan, 

Bupati/Wali Kota dapat mengajukan keberatan 

kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) 

hari sejak keputusan pembatalan Perda 

Kabupaten/Kota atau Peraturan Bupati/Wali Kota 

diterima” 

Keputusan pembatalan yang dikeluarkan oleh 

Menteri Dalam Negeri dapat memunculkan 

permasalahan baru ketika Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota tidak dapat menerima. 

Permasalahan tersebut dapat berupa pengujian 

terhadap keputusan pembatalan Menteri Dalam 

Negeri dan kewenangan lembaga yang dapat 

menguji keputusan pembatalan tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, kewenangan 

Gubernur dalam hal pembatalan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota merupakan politik hukum yang 

terkandung didalam Undang-Undang Tentang 

Pemerintahan Daerah. Adapun pelaksanaan secara 

konsisten kewenangan Gubernur dalam hal 

pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

sebagaimana diatur sebelumnya di dalam Undang-

Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah berujung pada perubahan atau 

pembaharuan dari pada kewenangan Gubernur itu 

sendiri. Perubahan tersebut telah diatur didalam 

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pembentukan peraturan daerah mengalami 

peningkatan pesat sejak desentralisasi dengan 

diberlakukan UU No.23 Tahun 2014 

perubahan dari UU No.32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintah Daerah. Namun 

diperoleh gambaran umum perda-perda yang 

telah dibentuk dipertanyakan dari segi 

kualitas. Pembatalan perda menunjukkan 

gejala bahwa proses harmonisasi peraturan 

pusat dengan peraturan daerah yang tidak 

berjalan dengan baik. Sesuai ketentuan Pasal 

250 ayat (2) UU Nomor 23/2014 yang 

menegaskan bahwa peraturan daerah yang 

bertentangan dengan kepentingan umum 

dan/atau PUU yang lebih tinggi dapat 

dibatalkan oleh Pemerintah. Dalam hal Perda 

Provinsi dinyatakan bertentangan dengan 

kepentingan umum dan/atau PUU yang lebih 

tinggi dapat dibatalkan oleh Menteri 

sedangkan Perda Kabupaten/kota dapat 

dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil dari 

Pemerintah Pusat. Perda yang dibatalkan 

disebabkan karena baik dalam prosedur 

pembentukan dan muatan substansi 

peraturannya bertentangan dengan PUU dan 

nilai-nilai kebangsaan.  

2. Pengawasan Perda yang tidak sesuai 

dilakukan melalui mekanisme preventif dan 

represif. Secara preventif, pengawasan 

dilakukan sebelum Perda ditetapkan, 

misalnya dengan menguji rancangan Perda 

oleh pemerintah pusat untuk memastikan 

tidak bertentangan dengan kepentingan 

umum dan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi. Secara represif, 

pengawasan dilakukan setelah Perda 

diundangkan, termasuk evaluasi dan 

klarifikasi jika terjadi dampak negatif atau 

bertentangan dengan aturan yang lebih 

tinggi. Undang-Undang Pemerintahan 

Daerah baik itu Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(“UU 32/2004”) maupun penggantinya yaitu 

UU 23/2014 memberi kewenangan 

pemerintah mengawasi perda baik ketika 

masih bentuk rancangan perda maupun 

sesudah disahkan. Prosedur pengawasan 

berjenjang mengatur perda diawasi secara 

bertingkat oleh pemerintah pusat dan 

pemerintah provinsi sebagai wakil 

pemerintah pusat. Gubernur memiliki 

kewenangan mengawasi perda 

kabupaten/kota. Pengawasan terhadap perda 

itu dilakukan oleh Gubernur dan DPRD 

provinsi. Gubernur memiliki kewenangan 

mengawasi perda kabupaten/kota. 

Selanjutnya DPRD provinsi melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Perda 

provinsi dan peraturan gubernur. 
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B. Saran 

1. Dalam rangka harmonisasi Perda dan PUU 

diharapkan Kementerian terkait yang diberi 

tugas menangani peraturan daerah agar segara 

mendesign program dan kegiatan bertahap dan 

terencana mulai dari kegiatan identifikasi 

permasalahan yang dihadapi masing-masing 

daerah, penentuan program penanganan, 

evaluasi dan monitoring perkembangan 

mengenai intensitas dan bobot penerapan di 

semua daerah. Peraturan daerah harus sesuai 

dengan aturan diatasnya dan tidak 

bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan nilai 

dasar dari Pancasila.  

2. Perlu dibentuk lembaga khusus untuk 

mengawasi pelaksanaan peraturan daerah yang 

diatur dalam perundang-undangan tersendiri. 

Dengan maksud agar lembaga tersebut benar-

benar melaksanakan tugas dan fungsinya 

memiliki kekuatan hukum sesuai dengan 

politik hukum Negara Indonesia. 
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